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PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2016/PA.Bky
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada
tingkat pertama dalam persidangan maijelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
PNS (Guru SMA Singkawang), tempat tinggal di Kota Singkawang,
sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang berada di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1IB Singkawang, Jalan Raya Sedau,
Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06
Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkayang, dengan Nomor 429/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 03 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Paman Penggugat;

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 2 orang anak:

1) ANAK 1, lahir tanggal 31 Desember 2008
2) ANAK 2, lahir tanggal 3 Desember 2010,
sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

1) Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

2) Tergugat sering berbohong dalam segala hal;
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6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat
dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan Tergugat pernah menampar,
menendang, meninju dan mencekik Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2016 yang disebabkan
Tergugat ketahuan menjual tabung gas milik kakak Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada perginya Tergugat dari tempat tinggal
bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal Penggugat tinggal di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal
di Kota Singkawang;

9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
namun Tergugat pernah datang untuk mengajak kumpul kembali bersama,
namun Penggugat menolak karena trauma dengan sikap Tergugat dan
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa pada bulan September 2016 Penggugat mendapat kabar bahwa
Tergugat ditahan di Polsek Singkawang Barat karena kasus penggelapan
sepeda motor dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan
Klas Il B Singkawang Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau, Kecamatan
Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat

maupun orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
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12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

13. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil,
maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -1, tanggal
03 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mewngurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Paman Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, sekarang kedua anak tersebut berada
dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sejak anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering mendengar barang-
barang dibanting dan ribur-ribut bila Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkak-bengkak bekas
dipukul Tergugat. Saksi juga pernah kena bentak oleh Tergugat ketika
saksi mencoba menasihati Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sering berhutang tanpa
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sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih, lalu
Penggugat yang membayarnya;

- Bahwa Tergugat pernah menjual tabung gas milik kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6
atau 7 bulan yang lalu;

- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat dipenjara
sejak sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu karena Tergugat telah
menggadaikan sepeda motor yang Tergugat sewa seharga 2 jutaan;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan
Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun
tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat
tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Paman Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2
orang, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sekarang kedua
anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sejak Penggugat melahirkan anak yang pertama, hubungan
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan,
penghasilan Tergugat sering tidak diberikan kepada Penggugat,
Tergugat sikapnya kasar kepada Penggugat, dan menurut keterangan
kawan-kawan Tergugat serta pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi
bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul, mencekik, dan
menendang Penggugat bila bertengkar, terutama sejak punya 2 orang
anak;

- Bahwa Tergugat pernah bekerja menjaga kios tabung gas milik saksi tapi
tidak jujur, karena hasilnya selalu tidak ada. Bahkan, Tergugat telah
mencuri dan menjual tabung gas saksi di gudang, sehingga saksi
mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Puasa tahun lalu,
cuma saat itu Tergugat masin sempat beberapa kali datang menemui
Penggugat. Tapi, sekarang Tergugat telah masuk penjara karena
menggelapkan sepeda motor orang lain;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sudah sering
menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bisa hidup rukun, tetapi

tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat
menyatakan telah cukup;
Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan

yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang

tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik
yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan
hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang,
sebagaimana Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor: - TAHUN 2016
Tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Dety Maulidya, tanggal 1 November
2016. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal | angka 1
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh
karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus

tanpa kehadiran Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan
yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disertai kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat
disebabkan (1) Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan (2)
Tergugat sering berbohong dalam segala hal. Puncak ketidakharmonisan
hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, saat mana
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama. Dan sejak September 2016 Tergugat ditahan di
Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Singkawang karena kasus penggelapan
speda motor;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang
menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan
sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan
Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan
Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-
masing SAKSI 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang
tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-
masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya
mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara,
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keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan,
sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Paman Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang,
masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, kedua anak tersebut saat ini
ikut bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun
sejak punya anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan fisik atas Penggugat
oleh Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur terutama dalam masalah
keuangan, yakni penghasilan Tergugat sering tidak diberikan kepada
Penggugat, dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan
Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih, lalu Penggugat yang
membayarnya. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan
Tergugat sikapnya kasar kepada Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi
narkoba;

- Bahwa Tergugat pernah menjual tabung gas milik kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Puasa yang lalu (Juni 2016), setelah Tergugat ketahuan menjual tabung
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gas milik kakak Penggugat, hingga kakak Penggugat mengalami kerugian
sekitar 150 juta rupiah;
- Bahwa Tergugat telah dipenjara sejak sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu
karena Tergugat telah menggadaikan sepeda motor yang disewa Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan
Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena sebagai kepala rumah
tangga Tergugat punya perilaku yang tidak baik, seperti tidak jujur dalam
keuangan, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak amanah,
kasar terhadap Penggugat, mengkonsumsi narkoba, dan yang terakhir adalah
menggelapkan sepeda motor milik orang lain, hal mana telah menyebabkan
Tergugat masuk penjara. Terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
sebelum Tergugat masuk penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran
dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
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Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya
tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi
tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut
telah sedemikian rapuh, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya
dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah
berpisah tempat tinggal sejak sekitar tujuh bulan yang lalu akibat dari adanya
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam lima bulan
terakhir Tergugat terhalang untuk bisa kembali dengan Penggugat karena
Tergugat masuk penjara, akan tetapi Tergugat dipenjara justru karena rentetan
perilaku negatif Tergugat sendiri yang telah sejak lama dikeluhkan Penggugat
dalam menjalani rumah tangganya dengan Tergugat. Dan Penggugat sendiri,
karena keburukan perilaku Tergugat tersebut, menyatakan sudah tidak ingin
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Keadaan ini
menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat
dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim
berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat
dikualifikasi sebagai rumah yang pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah
tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan,
cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum
dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat

akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim
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berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan hukum yakni
sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan
Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,
maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai
maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam beserta
penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera
Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana
perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat
perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah
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diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singkawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Singkawan Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 23 Januari
2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 H oleh kami Acep
Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag,
M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.|

PANITERA PENGGANTI

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran . Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor . Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 65.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp 160.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Jumlah : Rp 316.000,-
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